BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Pengendalian Intern

2.1.1    Pengertian Pengendalian Intern


Dalam “Standar Profesional Akuntan Publik” yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa :

“Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan laporan keuangan , (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

                                                                                                    (2001 : 319)


Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing” pengertian pengendalian intern adalah :

“Sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

1. Keandalan pelaporan keuangan 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

3. Efektifitas dan efisiensi operasi”


         





                          ( 2002 : 180 )


Dari pengertian pengendalian tersebut terdapat beberapa konsep dasar sebagai berikut : 

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses pengendalian untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan  suatu tujuan.

2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan  hanya terdiri dari pedoman kebijakan dari formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap pemegang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lainnya.

3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian yang menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

2.1.2    Tujuan Pengendalian Intern


Seperti telah disebutkan di atas, bahwa tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi dalam bukunya “Audit” adalah :

“Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan : (1) Keandalan informasi, (2) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) Efektifitas dan efisiensi operasi”.

                                                                                                              ( 2002 : 180 )

Sedangkan menurut Henry Simamora dalam bukunya “Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis” bahwa tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut :

            “(1) Memastikan bahwa organisasi beroperasi secara efektif dan 
                    Efisisen

  (2) Menghasilkan informasi keuangan yang terandalkan


  (3) Sejalan dengan peraturan perundang-undangan”.








     (2000: 208)
 
Tujuan dari pengendalian intern akan terlaksana dengan baik bila pengendalian intern dijalankan dengan baik pula dan sesuai dengan prosedur yang ada. Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pengendalian intern ini adalah keandalan informasi keuangan, dimana pengendalian intern ditujukan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan harus disajikan secara wajar yang sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia. Kepatuhan pemeriksaan intern terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan juga peningkatan kegiatan operasi pemeriksaan inetrn secara efektif dan efisien.

2.1.3    Unsur-unsur Pengendalian Intern 

Menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing”, menyebutkan unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah sebagai berikut :

“ (1) Lingkungan pengendalian 

   (2) Penetapan risiko

   (3) Aktivitas pengendalian

   (4) Informasi dan komunikasi akuntansi

   (5) Pemantauan ”.

                                                                                                              ( 2002 : 183 )


Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam bukunya “ Standar Akuntan Publik ”, menyatakan unsur-unsur pengendalian adalah sebagai berikut :

“ (1) Lingkungan pengendalian

   (2) Sistem akuntansi

   (3) Prosedur pengendalian ”.

    (2001 : 319)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pengendalian intern diantaranya Lingkungan Pengendalian, Penaksiran Risiko,  Informasi dan komunikasi Akuntansi, Sistem Akuntansi, Prosedur Pengendalian dan Pemantauan dengan penjelasan sebagai berikut :

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian Menciptakan Suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pngendalian merupaka landasan untuk semua unsur pengendalian intern yang membentuk disiplin dan struktur yang tertata rapi. Lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan para pemilik dan manajer entitas mengenai pentingnya pengendalian intern entitas.

2) Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi analisis dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diterima umum di Indonesia.


Penaksiran risiko manajemen untuk tujuan pelaporan keuangan adalah penaksiran risiko yang terkandung dalam laporan keuangan dan desain dan implementasi aktivitas pengendalian yang ditujukan untuk mengurangi risiko tersebut pada tingkat minimum denga mempertimbangkan biaya manfaat.


Penaksiran risiko manajemen harus mencakup pertimbangan khusus terhadap risiko yang dapat timbul dari perubahan keadaan  seperti :

1. Bidang baru bisnis atau transaksi yang memerlukan prosedur akuntansi yang belum pernah dikenal

2. Perubahan standar akuntansi

3. Hukum dan peraturan baru

4. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi

5. Pertumbuhan pesat entitas yang menuntut perubahan fungsi pengolahan dan pelaporan informasi dan personel yang terlibat didalam fungsi tersebut.

3) Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan sebuah  prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petujuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dari prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dan pencapaian tujuan entitas.

Sebagai tambahan terhadap lingkungan pengendalian (yang mencerminkan sikap dan tindakan penting terhadap pengendalian) informasi dan komunikasi (yang memproses transaksi dan menyelenggarakan pertanggungjawaban dan utang) suatu entitas memerlukan kebijakan dan prosedur untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai melalui pengendalian intern yang relevan terhadap audit atas laporan keuangan yang dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok.

4) Informasi dan Komunikasi Akuntansi

Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana aktivitas mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada didalam maupun diluar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyimpangan kepada pihak yang lebih tinggi dalam entitas. Pedoman kebijakan, pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan  dan daftar akun, dan memo juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian intern.

5) Pemantauan 

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu pemantauan yang dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian pada waktu yang tepat Untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan apakah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

Dari uraian diatas unsur-unsur pengendalian intern juga dijelaskan dalam buku “ Standar Profesional Akuntan Publik” yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mengemukakan bahwa :

“Pengendalian intern terdiri dari lima komponen yang saling terkait diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Lingkungan pengendalian merupakan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran akan pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan kedisiplinan dalam sebuah struktur.

b) Penaksiran risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya dalam membentuk suatu dasar bagaimana risiko harus dikelola.

c) Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu serta menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

d) Informasi dan komunikasi akuntansi adalah pengidentifikasian, penangkapan, pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan setiap orang melaksanakan tanggungjawabnya masing-masing.

e) Pemantauan adalah proses penentuan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu”.

( 2001 : 319.2 )
2.1.4    Keterbatasan Pengendalian Intern


Pengendalian intern setiap entitas memiiki keterbatasan bawaan. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern :

1. Kesalahan dalam pertimbangan 

Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam  mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lain.

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel telah keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian,tidak adanya perhatian atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat juga mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi

Tindakan bersam individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (collusion) kolusi dapat mengakibatkan bahwa bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut karena pengeluaran secara tepat baik biaya maupun manfaatnya biasanya tidak dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pegendalian intern.  

2.2       Kas

2.2.1    Pengertian Kas


Kas adalah harta atau aktiva yang paling lancar dalam kelompok aktiva lancar. Dalam kenyataannya pos ini termasuk aktiva yang paling sering mengalami perubahan atau mutasi. Hal ini terjadi karena hampir sebagian besar transaksi yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi jumlah kas.


Menurut Zaki Baridwan dalam bukunya ”Intermediate Accounting” menyatakan bahwa :

“Yang termasuk dalam kas menurut pengertian akuntansi adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang, dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bentuk atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu”.  









             ( 2000  :   86 )

Menurut Haryono Jusup dalam bukunya ”Dasar-dasar akuntansi” mengemukakan  pengertian kas adalah sebagai berikut : 

“ Kas adalah aktiva yang dimiliki dan digunakan pada hampir semua perusahaan. Kas meliputi unag tunai (uang kertas  amupun uang logam), dan kertas-kertas berharga yang dapat disamakan dengan uang, serta simpanan di bank yang dapat digunakan sewaktu-waktu (misalnya rekening giro) ”.










       ( 2002 : 2)

Menurut Sumarso SR dalam bukunya ”Akuntansi Suatu Pengantar” mengemukakan pengertian kas sebagai berikut :

“ Dari segi akuntansi, yang dimaksud dengan kas adalah segala sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya ”.

   ( 2002 : 296)


Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kas merupakan alat pertukaran yang digunakan oleh hampir semua perusahaan yang meliputi uang tunai dan kertas  kertas berharga yang dapat disamakan dengan uang, yang dapat digunakan sewaktu-waktu dan digunakan sebagai alat pelunasan kewajiban. 

2.2.2
Penilaian dan Pelaporan Kas

Komponen yang termasuk sebagai kas adalah rekening giro yang ada di bank dan uang kas yang ada diperusahaan. Diterima pada nilai nominal sewaktu diuangkan merupakan petunjuk untuk menentukan apakah surat berharga dapat dianggap sebagai kas. Oleh karena itu, giro mundur walaupun telah ditandatangani bukan merupakan kas sebab giro tersebut tidak dapt tidak dapat diuangkan sebelum tanggal yang telah ditentukan. Demikian juga halnya dengan deposito berjangka dan kas bon untuk suatu pembayaran dimuka (misalnya untuk biaya perjalanan) yang diambil oleh pegawai perusahaan.

Kriteria lain untuk dapat dianggap sebagai kas adalah dapat digunakan dengan segera. Artinya apabila diminta dapat segera dikeluarkan, dalam hal ini kas yang telah disisihkan untuk tujuan penggunaan tertentu dalam Akuntansi disebut sebagai funds, misalkan uang yang disisihkan untuk pembayaran deviden, utang dan lain-lain tidak dapat digolongkan kedalam kas. Sesuai dengan definisinya, dineraca kas disajikan sesuai dengan nilai nominalnya. Uang kas dalam bentuk valuta asing pada umumnya dikonversikan kedalam rupiah pada nilai tukar yang berlaku dipasaran pada tanggal neraca.

2.2.3 Klasifikasi Kas

Menurut pengertian akuntansi  yang termasuk kedalam kas adalah alat pertukaran yang dapat diterima untuk pelunasan utang, dan dapat diterima sebagai suatu setoran ke bank dengan jumlah sebesar nominalnya, juga simpanan dalam bank atau tempat-tempat lain yang dapat diambil sewaktu-waktu. 

Uang kas yang dibatasi pengunannya, biasanya dalam bentuk dana tidak dilaporkan kedalam kas tetapi dilaporkan terpisah sebagai dana. Jika pengunaannya masih dalam waktu satu tahun, maka termasuk dalam kelompok aktiva lancar, tetapi jika tidak dapat digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran dalam waktu satu tahun, maka dilaporkan dalam kelompok aktiva tidak lancar.

Menurut Zaki Baridwan (2003 :192)  dalam bukunya “Intermediate Accounting” fungsi uang dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1 Sebagai Alat Tukar

Uang kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang terdiri dari :

a. Uang Kertas

Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas (bukan logam) yang dikeluarkan oleh bank pemerintah.

b. Uang Logam 

Jenis uang ini berbentuk logam dengan nilai nominal (sebagai uang) lebih tinggi dari pada nilai sebagai barang (sering disebut nilai intrinsik) nilai nominal biasanya kecil, sebab jenis uang ini sering digunakan untuk perhitungan uang ”kembali” yang merupakan pecahan uang kecil.

c. Cek

Tabungan merupakan suatu faktor yang dalam perekonomian dikenal dengan faktor bocoran, hal ini dikarenakan tabungan yang merupakan sektor rumah tangga setelah dikurangi, tidak ikut dilibatkan dalam proses produksi, tetapi disimpan sebagai tabungan pada bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya. Dengan menggunakan cek, seseorang dapat menggunakan tabungan tanpa harus mengeluarkan uang tunai yang ada dalam tabungan tersebut.

d. Wesel

Kertas yang dikeluarkan oleh PT. Pos Indonesia yang dapat ditukarkan dengan uang tunai, sejumlah yang tertulis dalam kertas tersebut. Kertas ini hanya dapat diaungkan pada kantor pos tertentu.

2. Uang kas dapat setiap waktu digunakan untuk membayar utang, biaya-biaya baik untuk kegiatan operasional maupun non operasional dan segala macam pengeluaran. Oleh karena itu maka deposito berjangka panjang yang lebih dari satu tahun. Uang jaminan dan uang muka pembelian tidak dapat dianggap sebagai kas, karena tidak dapat digunakan untuk keperluan tersebut diatas. Deposito jangka panjang  termasuk dalam investasi modal.

2.2.4
Kecurangan Kas

The National Comission On Fraudulen Financial Reporting, yang diketuai oleh James C Tredway (yang sudah dikenal dengan komisi treadway) dala bukunya “Financial Reporting” mendefinisikan :

“Pelaporan keuangan yang curang adalah sebagai prilaku sengaja atau serampangan, baik tindakan atau kelalaian yang mengakibatkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material”.
(2001 : 458)
Kas adalah harta perusahaan yang paling liquid, kas juga merupakan bentuk harta perusahaan yang paling mudah ditukarkan dengan barang lainnya. Hal ini pula yang menyebabkan kas yang paling banyak dimanipulasi atau diselewengkan. Di bawah ini merupakan kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan terhadap kas perusahaan, antara lain :

1. Kitting

Kecurangan untuk menutupi keadaan kas yang sebenarnya atau menutupi kekurangan kas yang ada serta memperlihatkan seakan-akan kas yang ada diperusahaan sesuai dengan catatan yang ada

2. Lapping

Kecurangan dengan cara melakukan pinjaman atas kas perusahaan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang dan dapat dilakukan dengan cara mengundur-ngundur pencatatan perincian penerimaan atau pengeluaran kas.  

2.2.5    Pengendalian Kas


Kas sangat mudah untuk dipindahtangankan dan tidak dapat dibuktikan pemiliknya, maka kas mudah digelapkan. Oleh karena itu perlu diadakan pengawasan yang ketat terhadap kas. Pada umumnya suatu sistem pengawasan dan pengendalian intern terhadap kas akan memisahkan fungsi-fungsi penyimpanan, pelaksanaan dan pencatatan. Tanpa adanya pemisahan fungsi seperti di atas, akan mudah menggelapkan uang kas.  

2.2.6    Pengendalian Pengeluaran Kas


Kecurangan serta penyelewengan pada umumnya jarang terjadi melalui transaksi penerimaan kas melainkan melalui pengeluaran kas dengan cara memanfaatkan faktur fiktif  (palsu), oleh karena itu pengawasan atas pengeluaran kas sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari pada penerimaan kas, dalam hal ini tingkat kepentingan untuk dikendalikan dan diawasi.


Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu pengelolaan kas menurut Sumarso SR dalam bukunya “Akuntansi Suatu Pengantar” adalah :

 “(1) Perencanaan arus kas (cash flow planning) 

   (2) Pengendalian penerimaan kas

   (3) Pengendalian pengeluaran kas

   (4) Melakukan rekonsiliasi bank

               (5) Penerapan sistem dana tetap untuk kas kecil”







    (2004 : 296)

Seperti halnya penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas perlu dirancang sedemikian rupa sehingga hanya pengeluaran-pengeluaran yang telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Menurut Sumarso SR dalam bukunya  “ Akuntansi suatu Pengantar” Mengemukakan pendapatnya tentang prosedur pengeluaran kas sebagai berikut :


Pada dasarnya untuk dapat menghasilkan sistem pengendalian yang baik, prosedur pengeluaran kas harus memperhatikan hal-hal berikut : 

1 Semua pengeluaran dilakukan dengan cek, pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil 

2 Semua pengeluaran kas harus melalui persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu

3 Terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran kas.


Untuk mengawasi pengeluaran kas, maka semua pengeluaran kas, harus dilakukan dengan menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran yang jumlahnya kecil dapat dilakukan melalui kas kecil. Jika kewenangan untuk menandatangani cek didelegasikan kepada seorang pegawai yang ditunjuk, maka pegawai tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pencatatan transaksi kas.


Pengendalian atas pencatatan pengeluaran kas meliputi :

1. Pengecekan independen oleh penyedia akuntansi terhadap pencocokan jumlah yang di jurnal dan dibukukan kedalam akun utang usaha dengan ikhtisar cek yang diterima dari bagian treasure
2. Pengecekan independen atas ketepatan waktu pencatatan dilakukan dengan membandingkan secara berkala entry tanggal pengeluaran kas dengan tanggal salinan cek.

3. Pembuatan rekonsiliasi bank secara independen 

Pengendalian intern terhadap pengeluaran kas dapat pula dilakukan dengan menggunakan sistem voucher, kas kecil, dan rekonsiliasi bank. Berikut ini penjelasannya :

a) Sistem Voucher

Sebagian perusahaan besar dan menengah menggunakan sistem voucher sebagai bagian pengendalian intern mereka terhadap pengeluaran kasnya. Menurut Henry Simamora dalam bukunya ”Akuntansi bisnis pengambilan keputusan bisnis” mengemukakan pendapatnya tentang pengertian sistem voucher sebagai berikut :

“ Sistem voucher (voucher system) adalah seperangakat metode dan prosedur untuk mengotorisasi dan mencatat kewajiban-kewajiban dan pembayaran pembayaran kasnya”.
    (2002 : 213)
Sistem voucher dirancang untuk membantu dalam pengawasan terhadap pengeluaran kas. Menurut Haryono Jusuf dalam bukunya ”Dasar-Dasar Akuntansi mengemukakan sistem voucher dan menetapkan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

”(1)
Kewajiban perusahaan hanya dapat terjadi dari transaksi yang telah disetujui (disahkan) oleh orang yang diberi wewenang oleh perusahaan. 
  (2)
Prosedur-prosedur yang berkaitan dengan terjadinya kewajiban yang meliputi verifikasi, pengesahan dan pencatatan, haru ditetapkan.

  (3)
Cek hanya dapat dikeluarkan untuk pembayaran kewajiban yang telah diverifikasi, disahkan dan dicatat dengan benar 
  (4) 
Setiap transaksi harus dicatat pada saat terjadi dengan segera, 

   dan setiap transaksi pembelian harus diperlakukan sebagai       

   transaksi yang independen”.

      (2001 : 11)

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem voucher merupakan seperangakat dan prosedur untuk mengotorisasi dengan menetapkan ketentuan kewajiban atas transaksi-transaksi yang disetujui yang disahkan serta prosedur-prosedur yang telah ditetapakan. Pengeluaran kas dengan cek untuk pembayaran harus diverifikasi.

Setelah dicatat dalm buku voucher, tahap berikutnya adalah menyimpan voucher yang bersangkutan “arsip voucher belum dibayar” dalam arsip ini, voucher disimpan menurut tanggal pembayaran. Pada saat harus dibayar, voucher diambil dari arsip untuk dibuatkan cek.

Jumlah voucher-voucher yang terdapat dalam “arsip voucher belum dibayar” harus sama dengan jumlah voucher-voucher dalam buku voucher yang kolom yang “pembayarannya” belum terisi. Jumlah ini merupakan utang voucher pada saat tertentu.

b) Kas Kecil

Salah satu perinsip pokok dalam pengawasan terhadap pengeluaran kas adalah bahwa semua pengeluaran kas hendaknya dilakukan dengan menggunakan cek. Meskipun demikian masih terdapat pengecualian atas prinsip tersebut apabila pengeluaran kas dilakukan melalui kas kecil sebagaimana diketahui hampir semua perusahaan melakukan pengeluaran kas yang jumlah rupiahnya hampir relatif kecil seperti pengeluaran kas untuk biaya pos, telegram, pembelian jenis perlengkapan, perjalanan dinas dan sebagainya. Apabila pengeluaran untuk hal-hal seperti diatas dilakukan dengan cek maka jumlah lembaran cek yang haru dikeluarkan dan dibuat untuk pengeluaran-pengeluaran kecil semacam itu akan banyak sekali, oleh karena itu agar peruahaan tidak mencairkan cek dan menarik cek untuk setiap pengeluaran kas dalam jumlah kecil maka perusahaan perlu membentuk suatu kas kecil yang disediakan khusus untuk transaksi seperti itu.

Menurut Henry Simamora dalam bukunya ” Akuntansi Basis Pengambnilan Keputusan Bisnis ” mengemukakan pendapatnya tentang pengertian kas kecil adalah sebagai berikut :

“ Kas kecil (Petty Cash) adalah dana yang dipakai untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang nilainya relatif kecil ”. 
                                                                                              ( 2000   :  213 )

Sementara menurut  Zaki Baridwan dalam bukunya ”Intermediate Accounting” pengertian kas kecil adalah sebagai berikut :

“ Dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek ”.

      (2000 : 88)

            Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kas kecil adalah merupakan dana atau uang yang tersedia untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif  kecil.
c) Rekonsiliasi Bank 

Rekonsiliasi Bank adalah sekedul yang menjelaskan setiap perbedaan antara catatan kas bank dengan catatan kas perusahaan. Bila terdapat perbedaan itu hanya karena berasal dari transaksi yang belum dicatat oleh bank, maka catatan kas perusahaan dipandang benar namun apabila dari beberapa bagian itu berasal dari pos-pos lain maka cataan bank atau catatan perusahaan harus disesuaikan. 

Beberapa penyebab perbedaan antara saldo menurut pembukuan perusahaan dengan laporan bank adalah sebagai berikut :

1. Bank belum mencatat tarsaksaksi tertentu

Setoran dalam perjalanan, perusahaa telah mencatat setoran bank akan tetapi bank belum mencatatnya.

a. Cek dalam perjalanan (cek masih beredar), cek yang ditarik dan telah dibukukan oleh perusahaan , tetapi bank belum mencatatnya

b. Perusahaan belum mencatat trasaksi tertentu

2. Penerimaan kas, bank kadang-kadang melakukan penerimaan kas untuk dibukukan kedalam rekening giro perusahaan. Hal semacam ini sering terjadi dan bahkan dianjurkan oleh perusahaan kepada konsumennya dengan cara penyetoran langsung kebank, akan dapat dikurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kas oleh karyawan perusahaan, cara ini juga akan mempercepat penerimaan kas dibandingkan dengan penerimaan langsung yang dilakukan diperusahaan.

3. Biaya administrasi bank , bank biasanya membebankan sejumlah biaya untuk menangani transaksi yang dilakukan pemegang giro. Jumlah biaya yang dibebankan tergantung kepada banyaknya transaksi yang ditangani oleh bank. Pada umumnya biaya administrasi bank baru diketahui jumlahnya oleh perusahaan setelah laporan bank diterima. 

4. Pendapatan bunga (jasa giro), bank memberikan bunga atau saldo giro yang dihitung atas dasar persentase tertentu dari saldo giro rata-rata perbulan. 
5. Cek kosong dari konsumen atau debitur, perusahaan sering menerima pembayaran dari para konsumen atau debitur dalam bentuk cek yang diperlakukan sama dengan uang tunai  cek tersebut bersama-sama dengan uang tunai disetorkana tiap hari ke bank. 

6. Cek dikembalikan kepada penyetor karena alasan lain (bukan cek kosong), bank kadang-kadang mengembalikan cek kepada penyetor karena lasan-alasan berikut : (1) rekening penarikan cek telah ditutup, (2) cek kadaluarsa, cek dapat diuangkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, (3) tandatangan yang tercantum pada cek tidak sah, (4) terdapat kesalahan dalam penulisan cek. Akuntasi untuk cek yang dikembalikan kepada penyetor karena alasan-alasan diatas, sama dengan Akuntansi untuk pengembalian cek kosong.

7. Bank atau perusahaan ( Atau kedua-duanya) telah melakukan kesalahan pencatatan.

2.3 Realisasi Pencatatan Pengeluaran Kas


Menurut Sumarso SR dalam bukunya  “Akuntansi suatu Pengantar” Mengemukakan pendapatnya tentang prosedur pengeluaran kas sebagai berikut :

“Pada dasarnya untuk dapat menghasilkan sistem pengendalian kas dan realisasi pencatatan pengeluaran kas  yang baik, maka harus memperhatikan beberapa prosedur berikut ini : 

a. Semua pengeluaran dilakukan dengan cek, pengeluara-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas  kecil
b. Semua pengeluaran kas harus melalui persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu

c. Terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran kas”.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan selain mematuhi prosedur maka setiap transaksi pun perlu ada buktinya, kegunaan bukti transaksi adalah untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat dan pemisahan tugas yang jelas Disamping itu bukti transaksi dapat digunakan sebagai rujukan, apabila terjadi masalah dikemudian hari.
Tujuan indikator dalam memeriksa pengeluaran kas menurut Arens and Loebbecke dalam bukunya “Auditing An Integrated Approach” dialih bahasakan oleh Amir Abdi Jusuf dan Rudi M Tambunan yaitu  :

“  1. Keabsahan (Existence)

 
   2. Kelengkapan (Completeness)

  
   3. Keakuratan (Accuracy)

  
   4. Klasifikasi (Clasification)

   
   5. Ketepatan ( Timing)

   
   6. Posting dan Peringkasan (Posting and Summarization)”.
1. Existence (Keabsahan)

Setiap transaksi pengeluaran kas harus dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti cek, kwitansi dan lain sebagainya yang diperiksa kebenarannya dan disahkan  oleh bagian yang berwenang.

2. Completennes (Kelengkapan)

Transaksi pengeluaran kas harus dicatat lengkap, mulai dari dokumen dasar, buku harian, buku jurnal, buku besar, buku pembantu, trial balance dan terakhir adalah laporan keuangan.

3. Accuracy (Ketepatan)

Setiap transaksi pengeluaran kas diperiksa ketepatan perhitungannya secara rinci antara jumlah fisik keuangan yang ada dengan yang tertera pada dokumen atau bukti transaksi. I

4.
Clasification (Kalsifikasi)

Transaksi pengeluaran kas harus diklasifikasikan secara jelas dan rinci, apakah pengeluaran tersebut untuk pembayaran hutang atau pembelian.

5.         Timing (Ketepatan Waktu)

Ketepatan waktu merupakan suatu kebijakan dari prosedur dimana setiap transaksi yang terjadi, dengan segera dicatat sesuai dengan tanggal terjadnya transaksi.
6. Posting and Summarization (Posting dan Peringkasan)

Transaksi pengeluaran kas harus diposting kebuku kas induk berdasarkan periode transaksi kemudian data-data dari setiap transaksi dimasukan ke dalam master file dan diikhtisarkan dengan benar .
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